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Dana Alokasi Desa dan Percepatan Pembangunan
Daerah

Fitri Hadi Yulia Akib
“Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Gorontalo”

Abstract

Funding for Rural and Regional Development Acceleration carried out with
increasing activity in the Regional Economic communities became one of the
government’s strategy. Where the use of funds ADD 30% to finance the operations of
the Government of the Village and Village Consultative Body (BPD) and by 70% for
empowerment and strengthening the capacity of the village government.

By analyzing issues - issues related to the management of the Village Fund
Allocation and Regional Development Acceleration then - it will do is (a) Develop
community skills training program in natural resource management rural areas; (B)
lack of intensive and improve community mental guidance; (C) technical training
enhances the management of village fund allocation. Which in turn is expected to
management of the Village Fund Allocation true - really expected and will ultimately
increase the economic income sources so that rural communities Regional Development

Acceleration quickly realized.

Keywords: Management of Village Allocation Fund (ADD), the Accelerated
Development

Pendahuluan
Ketimpangan pembangunan terjadi

a banyak factor yang
pengaruhinya, sehingga
angunan di Indonesia tidak merata

berdampak pada  tingginya

iskinan di Indonesia dan daerah.
it dengan itu menurut data BPS
penduduk miskin di pedesaan
ih tinggi yaitu 14.70 % dibandingkan
perkotaan yang hanya 8.60 %

sampai pada tahun 2012, menanggapi
masalah tersebut.

Desa sebagai wunit organisasi
pemerintah yang berhadapan langsung
dengan masyarakat dan dengan segala

latar  belakang  kepentingan  dan
kebutuhannya mempunyai peranan yang
sangat strategis, khususnya dalam

pelaksanaan tugas dibidang pelayanan
public, maka desentralisasi kewenangan —
kewenangan yang lebih besar disertai
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dengan pembiayaan dan bantuan sarana
— prasarana guna peningkatan ekonomi
Percepatan Pembangunan di Daerah,
Oleh Karena itu pemerintah
mengeluarkan kebijakan yaitu Alokasi
dana Desa ( ADD ).

Pemerintah mengatasi
ketimpangan pembangunan yaitu dengan
melaksankan pembangunan nasional dan
menaruh  perhatian  besar  pada
pembangunan dan Percepatan
Pembangunan Daerah — daerah dengan
mengsuport  peningkatan  kegiatan
ekonomi produktif dari berbagai sector.

Pembangunan dari berbagai sektor
yang dimulai dari pembangunan di desa
— desa yang menitik beratkan pada
anggaran ADD, memiliki peranan yang
sangat penting dan strategis dalam
rangka pembangunan nasional dan
peningkatan kegiatan ekonomi suatu
daerah. Berdasarkan peraturan daerah
tentang Alokasi Dana Desa, rincian
penggunaan ADD adalah 30% untuk
pemerintahan desa yang akan digunakan
untuk biaya operasional, tunjangan, biaya
perjalanan dinas dari pemerintahan desa,
sedangkan 70 % penggunaan ADD untuk
kegiatan ~ Ekonomin  pemberdayaan
masyarakat dan penguatan kapasitas
pemerintah desa dan dari rincian
penggunaan ADD yang akan
dilaksanakan nanti perlu  adanya
pengelolaan yang baik dari pemerintah
desa agar dalam pelaksanaannya nanti
akan sesuai dengan tujuan dan sasaran
ADD.

Kajian Pustaka
Definisi Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa berdasarkan
Peraturan Perundang - undangan
Keberadaan desa secara formal diakui
dalam undang - undang no.32 tahun
2004, tentang pemerintah daerah dan
peraturan pemerintah daerah nomor 27
tahun 2005 tentang desa. Berdasarkan
ketentuan ini desa dibri pengertian
sebagai kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas — batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan
mengurus  kepentingan  masyarakat
setempat yang diakui dalam system
pemerintahan Negara Repeblik
Indonesia.

Pasal 72, ayat 1 : Pendapatan Desa

sebagaimana dimaksud dalam pasal 71

ayat ( 2 ) bersumber dari :

a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil
usaha, hasil asset, swadaya dan
partisipasi, gotong royong dan lain —
lain pendapatan asli desa.

b. Alokasi anggaran pendapatan dan
belanja Negara

c. Bagian dari hasil pajak daerah dan
retribusi daerah kabupaten/ kota

d. Alokasi dana desa yang merupakan
bagian dari dana perimbangan yang
diterima kabupaten/ kota dan lainnya.

Ayat 4 : Alokasi Dana desa sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d paling
sedikit 10 % dari dana perimbangan yang
diterima kabupaten/ kota dalam anggaran
pendapatan dan belanja daerah setelah
dikurangi dana alokasi khusus.

Ayat 6 : bagi kabupaten / kota yang tidak

memberikan  alokasi dana  desa

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4 ),
pemerintah dpat melakukan penundaan
dan pemotongan sebesar alokasi dana
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rkan perimbangan setelah dikurangi dana
pgan alokasi khusus yang seharusnya
akui disalurkan ke desa.
ahun Peraturan Alokasi Desa di Undang -
dan Undang No.6 tahun 2014 tentang
or 27 pemerintahan daerah
srkan Pasal 285, ayat 2 huruf b, meliputi :
rtian a. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas
Jkum - Dana perimbangan
yang - Dana otonomi khusus
dan - Dana keistimewaan
srakat - Dana desa.
ystem Pasal 294, ayat 3 Dana Desa
peblik sebagaimana dimaksud dalam pasal 285
ayat ( 2 ) huruf a angka 4 dialokasikan
Desa oleh pemerintah pusat untuk mendanai
sal 71 penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan
s hasil pembinaan  kemasyarakatan,  serta
, dan pemberdayaan masyarakat desa
lain — berdasarkan kewenangan dan kebutuhan
desa sesuai partisipasi, gotong royong
n dan dan pendapatan asli desa.
Pengawasan terhadap Alokasi Dana
ah dan Desa
3 Pengawasan pelaksanaan alokasi

dana desa tidak terlepas dari struktur
uga dan kewenangan serta
sertanggungjawaban sebagaimana
dis dalam struktur organisasi
a, dalam hasil — hasil penelitian
: ya menun]ukkan bahwa struktur
pelaksana alokasi dana desa
ah dibentuk dengan baik sehingga
smberikan garis kewenangan dan tugas
arah pertanggungjawaban antar
agsi yang jelas, akan tetapi dalam
sanaannya di lapangan pelaksanaan
pesi  belum sepenuhnya berjalan,

Sid KS5d

terutama berkaitan dengan pelaksanaan
fungsi yang melibatkan.

Pejabat pelaksana serta LPMD yang
dikibatkan ketidakmengertian akan tugas

dan tanggungjawab masing — masing
sehingga mengurangi efektifitas
pengawasan. Kurangnya koordinasi

antara lain juga masih kurang sehingga
beberapa fungsi terlihat bekerja secara
terpisah dan menumbuhkan
ketidakpercayaan — pengawasan.

Faktor - Faktor Penghambat dalam
Pengawasan ADD

1. Sosialisasi Kebijakan ADD, Sosialisasi
kepada masyarakat mengenai
kebijakan ADD dipandang belum
memadai karena hanya dilakukan
pada perangkat pelaksana, sehingga
pemahaman masyarakat mengenai
ADD kurang, hal ini berakibat pada
sulitnya mengajak partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan ADD
maupun dalam pengawasan kegiatan
terutama pengawasan oleh
masyarakat.

2. Kapasitas Sumber Daya Manusia

Sementara itu masih terdapat
kelemahan dalam hal sumber daya
manusia dimana tingkat kemampuan
pelaksana tidak merata, yaitu secara
pendidikan masih rendah sehingga
mempengaruhi kemampuan
mengidentifikasi dan menyelesaikan
masalah dengan cepat namun hal ini
tidak mempengaruhi pelaksanaan
ADD karena adanya kemmapuan
untuk menggerakkan masyarakat,
pemahaman pelaksana mengenai ADD
kurang, serta tidak adanya dukungan

39

O Jurnal Oikos-Nomos/Volume 10, Nomor 3/Desember 2015

3




Oikos-Nomos: JURNAL KAJIAN EKONOMI DAN BISNIS  ISSN: 1979-1607

yang memadai. Hal ini menimbulkan
kurangnya dukungan pengawasan,
terutama pengawasan oleh masyarakat
sebagai penerima manfaat ADD.

3. Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat yang dinilai
masih kurang memadai akibat
kurangnya sosialisasi yang ditujukan
bagi masyarakat. Hal ini
menyebabkan masyarakat baik secara
individu maupun melalui
kelembagaan kurang mmemahami
peran serta tugasnya. Dalam hal ini
pemahaman  masyarakat adalah
membantu pelaksanaan secara fisik
dari berbagai kegiatan implementasi
ADD sehingga kondisi tersebut
menyebabkan tidak ada peningkatan
kapasitas masyarakat yang akhimya
menyebabkan  rendahnya  peran
pengawasan oleh masyarakat.

Pemerintahan Desa*

Menurut Zakaria dalam Wahjudin
Sumpeno ( 2011,b.3 ) menyatakan bahwa
desa adalah sekumpulan manusia yang
hidup bersama atau suatu wilayah, yang
memiliki suatu organisasi pemerintahan
dengan  serangkaian  peraturan -
peraturan yang ditetapkan sendiri, serta
berada di bawah pinpinan desa yang
dipilih dan ditetapkan sendiri, sedangkan
pemerintahan desa berdasarkan Undang
— Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa, pasal 6 menyebutkan bahwa
Pemerintah desa adalah penyelenggaraan
urusan pemerintah oleh pemerintahan
desa dan badan permusyawaratan desa
dalam mengatur dan  mengurus
kepentingan =~ masyarakat  setempat
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berdasarkan asal — usul dan adat istiadat
setempatyang diakui dan dihormati
dalam system pemerintahan NKRIL.

Alokasi Dana Desa

Menurut peraturan pemerintah Nomor.72
Tahun 2005 tentang Desa, bahwa dana
perimbangan keuangan pusat dan daerah
yang diterima oleh kabupaten/kota yang
dalam pembagiannya untuk tiap desa
dibagikan secara perporsional yang
disebut Alokasi dana Desa ( ADD ).
Pengelolaan ADD menurut peraturan
menteri dalam negeri Nomor 37 tahun
2007 tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa pada pasal 20, adalah
pengelolaan ADD merupakan satu
kesatuan dengan pengelolaan keuangan
desa yakni keseluruhan kegiatan yang
meliputi, perencanaan, penganggaran,
penatausshaan, pelaporan, pertanggung-
jawaban dan pengawasan keuangan desa.

Percepatan Pembangunan Daerah

Percepatan Pembangunan Daerah
merupakan  salah satu  program
Pemerintah yang diperuntukkan bagi
daerah — daerah berkembang dan daerah
— tertinggal, dengan melaksanakan
program — program antara lain :

1. Menyiapkan Fasilitator terlatih dalam
membantu penduduk desa dalam
perencanaan partisipatif,
mengidentifikasi masalah dan
menghasilkan solusi setempat.

2. Membantu masyarakat dalam
pendampinga pembuatan Proposal
sampai menyerahkan proposal ide
mereka kepada tim peninjau teknis
yang  dipakai  sebagai  bahan
pertimbangan.
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. Peninjauan oleh Tim yang relevan dan
penyerahan proposal ke Forum
prioritas Masyarakat, yang merupakan
perwakilan  seluruh  desa  di
Kabupaten/kecamatan.

. Berbagai proyek hasil dari usulan —
usulan proposal yang ada tersebut
akan dikelompokkan berdasarkan
sector, dan bekerja sama dengan dinas
yang terkait mengadakan kontrak kerja
sama.

Pembahasan

Pengelolaan Alokasi Dana Desa
yang didukung dengan wawancara
kepada seluruh pihak yang terkait, dengan
melalui Analisis SWOT akan
digambarkan analisis kondisi linkungan
internal dan eksternal, yang merupakan
faktor — faktor yang mempengaruhi
peningkatan ekonomi masyarakat dan
Percepatan Pembangunan Dearah yang
dilakukari dengan Analisis Kondisi

Internal dan Analisis kOndisi Eksternal

Analisis Kondisi Internal
Analisis terhadap kondisi internal
(kelemahan) Alokasi Dana Desa
imaksudkan untuk mengetahui
ahan internal yang menjadi kendala
gi peningkatan kegiatan ekonomi
masyarakat dan perceptan pembangunan
daera Kabupaten/ Kota, sehingga
encapai tujuan yang ditetapkan.
Jisamping itu kondisi internal (kekuatan)
ang menjadi aset daerah tersebut dapat
engurangi maupun menghilangkan
sdlemahan yang ada dan sekaligus
enjadi pendorong tercapainya tujuan
abupaten/. Kota dalam meningkatkan

Pendapatan Masyarakat dan Percepatan
Pembangunan Daerah.
Analisis Kondisi Eksternal

Analisis kondisi Eksternal
dimaksudkan untuk menganalisis kondisi
faktor luar yang secara langsung maupun
tidak langsung akan mempengaruhi
Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang
pada  akhirnya ikut menentukan
keberhasilan daerah Kabupaten / Kota.
bentuk dari kondisi eksternal yang
dianalisa adalah kondisi eksternal yang
menjadi peluang atau ancaman bagi
daerah Kabupaten / Kota itu sendiri yang
berpotensi pada peningkatan Ekonomi
Produkt.
Penutup

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan

Percepatan =~ Pembangunan Daerah

dijabarkan dengan beberapa aspek, yaitu :

a. Memperbaiki sarana dan prasarana
pembangunan kawasan pedesaan
sesuai dengan pembangunan dan daya
dukung lingkungan.

. Menyebarluaskan informasi pasar
tentang sumber daya alam desa
melalui media lokal dan nasional
secara terus menerus.

¢. Mengembangkan model dan teknologi
tepat guna dan pemanfaatan sumber
daya alam yang akrab lingkungan.

d. Mendukung kelompok - kelompok
masyarakat ( UMKM ) desa untuk
bernitra usaha mandiri.

e. Memasyarakatkan dan merapkan
aturan — aturan yang berkaitan dengan
pengelolaan Alokasi Dana Desa.
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